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Abstract  

Digital transformation in public services has become an important issue in the context of public 

administration, especially in the VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity) era. 

The development of digital technology provides opportunities for the government to improve 

the quality of services to the public. However, in facing the dynamics of the VUCA era, digital 

transformation is also faced with various challenges that affect its implementation. This journal 

aims to examine the theory and practice of digital transformation in public services based on 

existing literature studies. Through a review of various previous studies, this journal concludes 

that although digitalization can increase the efficiency and effectiveness of services, challenges 

related to infrastructure, policies and human resource readiness are still the main challenges. 

Therefore, a holistic approach is needed in planning and implementing digital transformation 

in public services. 
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Abstrak  

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi isu penting dalam konteks 

administrasi publik, terutama di era VUCA (Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity). 

Perkembangan teknologi digital memberikan peluang bagi pemerintah untuk meningkatkan 

kualitas layanan kepada masyarakat. Namun, dalam menghadapi dinamika era VUCA, 

transformasi digital juga dihadapkan pada berbagai tantangan yang mempengaruhi 

implementasinya. Jurnal ini bertujuan untuk mengkaji teori dan praktik transformasi digital 

dalam pelayanan publik berdasarkan studi literatur yang ada. Melalui tinjauan terhadap berbagai 

penelitian terdahulu, jurnal ini menyimpulkan bahwa meskipun digitalisasi dapat meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pelayanan, tantangan terkait infrastruktur, kebijakan, dan kesiapan 

sumber daya manusia masih menjadi hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan 

holistik dalam merencanakan dan mengimplementasikan transformasi digital dalam pelayanan 

publik. 

Kata kunci: Transformasi Digital, Pelayanan Publik, dan VUCA 

 

PENDAHULUAN  

Perubahan teknologi yang cepat telah membawa dampak signifikan terhadap berbagai 

sektor, termasuk administrasi publik. Salah satu fenomena penting dalam administrasi publik 

adalah transformasi digital dalam pelayanan publik. Pelayanan publik yang terdigitalisasi 

menjanjikan peningkatan kualitas dan efisiensi, namun di sisi lain, era yang penuh 

ketidakpastian, volatilitas, kompleksitas, dan ambiguitas (VUCA) memberikan tantangan besar 

bagi implementasinya. Era VUCA memaksa pemerintah untuk menghadapi berbagai tantangan, 

seperti ketidakpastian kebijakan, perubahan kebutuhan masyarakat, dan teknologi yang terus 

berkembang.  

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi salah satu isu sentral dalam 

pengelolaan administrasi publik di abad ke-21. Di tengah percepatan perkembangan teknologi, 

pemerintah di seluruh dunia dihadapkan pada tantangan untuk beradaptasi dan menerapkan 

teknologi digital guna meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan publik. Proses transformasi 

digital ini bukan hanya sekadar implementasi teknologi, tetapi juga mencakup perubahan dalam 
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cara kerja birokrasi, kebijakan publik, dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat 

(Sartorius & Jager, 2021). Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, 

digitalisasi pelayanan publik diyakini dapat membawa dampak positif, seperti peningkatan 

transparansi, aksesibilitas, dan pengurangan biaya operasional (Scherer & Wimmer, 2020). 

Transformasi digital dalam pelayanan publik juga dihadapkan pada kompleksitas yang 

semakin tinggi, terutama di era yang dikenal dengan istilah VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, and Ambiguity) (Bennett & Lemoine, 2020). Era VUCA menggambarkan sebuah 

kondisi ketidakpastian dan perubahan yang sangat cepat, yang menuntut pemerintah untuk lebih 

fleksibel dan adaptif dalam merespons tantangan yang muncul. Dalam konteks ini, penerapan 

teknologi digital dalam pelayanan publik tidak hanya bergantung pada kecanggihan 

teknologinya, tetapi juga pada kemampuan pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang 

mendukung serta mengelola perubahan organisasi yang terjadi (Jansen & Linders, 2020). 

Pengaturan sistem prosedur operasional dalam sektor pemerintahan, serta peningkatan 

kualitas kinerja internal dan layanan kepada masyarakat, dapat dicapai dengan memanfaatkan 

teknologi informasi secara maksimal. Teknologi informasi tersebut mencakup berbagai aktivitas 

yang terintegrasi, seperti pemrosesan data, pengelolaan informasi, penerapan sistem manajerial, 

dan pelaksanaan tugas secara elektronik. Oleh karena itu, penerapan teknologi informasi dalam 

suatu organisasi harus dipandang sebagai suatu kesatuan yang saling terkait dalam menjalankan 

setiap prosesnya. Dengan demikian, teknologi digital dianggap memiliki potensi untuk menjaga 

kelangsungan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, serta 

budaya, dan juga memberikan peluang untuk tetap memperoleh informasi dan berkomunikasi 

dengan otoritas yang berwenang., sementara transformasi digital membawa perubahan 

mendalam terhadap cara organisasi berfungsi. Menurut Madsen et al. (2020), transformasi 

digital umumnya terkait dengan proses perubahan jangka panjang yang berlangsung melalui 

beberapa tahapan. Hal ini membuat penyelenggara layanan publik diharuskan melakukan 

inovasi agar layanan tetap berjalan tanpa hambatan. 

Berbagai penelitian telah mengidentifikasi potensi manfaat dan tantangan dari 

transformasi digital dalam pelayanan publik. Sebagai contoh, beberapa penelitian menunjukkan 

bahwa teknologi digital dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi waktu tunggu 

bagi masyarakat (Bertot et al., 2020). Di sisi lain, ada juga tantangan terkait kesiapan 

infrastruktur digital yang belum merata di berbagai daerah, terutama di negara berkembang, 

serta hambatan dalam hal regulasi dan keamanan data (Erdogan & Kizildag, 2021). 

Seiring dengan itu, banyak negara yang telah berhasil melaksanakan transformasi digital 

dengan mengadopsi model e-government yang komprehensif. Negara-negara seperti Estonia 

dan Singapura telah menjadi contoh sukses dalam penerapan layanan publik berbasis digital, di 

mana e-government diintegrasikan dengan kebijakan yang mendukung dan kesiapan sumber 

daya manusia yang baik (Liu et al., 2022). Namun, keberhasilan ini tidak dapat dicontohkan 

begitu saja di negara lain tanpa mempertimbangkan konteks lokal dan kesiapan infrastruktur 

serta budaya organisasi yang ada. Transformasi pelayanan publik yang komprehensif menjadi 

kebutuhan yang mendesak seiring dengan tuntutan masyarakat terhadap layanan yang lebih baik 

dan dampak globalisasi yang mendorong perubahan ini. Adapun tujuan dari transformasi 

pelayanan publik adalah:  

1) Meningkatkan kualitas hidup masyarakat,  

2) Mewujudkan keadilan dan pemerataan akses terhadap layanan publik,  

3) Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan  

4) Mendukung pertumbuhan ekonomi serta pembangunan nasional. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji teori dan praktik yang telah berkembang 

terkait dengan transformasi digital dalam pelayanan publik di era VUCA. Melalui pendekatan 

studi literatur, jurnal ini berupaya untuk menggali berbagai perspektif dan mengidentifikasi 

faktor-faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi digitalisasi 

dalam pelayanan publik. Penelitian ini juga berusaha untuk menyajikan rekomendasi bagi 

pembuat kebijakan dalam merancang dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung 

digitalisasi pelayanan publik secara efektif di tengah tantangan era VUCA. 

 

METODE  

Studi ini menggunakan metode studi literatur dengan mengkaji berbagai publikasi 

akademik, artikel jurnal, dan laporan kebijakan terkait transformasi digital dalam pelayanan 
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publik. Studi literatur review dalam jurnal pelayanan publik bertujuan untuk mengumpulkan, 

menganalisis, dan menyintesis informasi dari berbagai penelitian sebelumnya yang relevan 

dengan topik yang dibahas. Proses ini tidak hanya melibatkan pencarian artikel atau jurnal yang 

terkait, tetapi juga penilaian terhadap kualitas, keandalan, dan kontribusi temuan yang ada 

dalam literatur tersebut. 

. Penelusuran literatur dilakukan pada database akademik seperti Google Scholar, Scopus, 

dan JSTOR dengan kata kunci "digital transformation", "public service", dan "VUCA". 

Beberapa langkah dalam melakukan literatur review dalam jurnal pelayanan publik antara lain: 

1. Identifikasi Sumber-sumber Relevan: Langkah pertama adalah mencari dan memilih 

jurnal, buku, artikel, dan publikasi lainnya yang relevan dengan tema pelayanan publik. 

Artikel-artikel yang diambil harus memiliki kredibilitas yang tinggi dan relevansi yang 

jelas terhadap topik yang dibahas. 

2. Kategorisasi dan Pengorganisasian: Setelah sumber-sumber dikumpulkan, langkah 

selanjutnya adalah mengategorikan literatur tersebut berdasarkan tema atau sub-topik 

tertentu, seperti kualitas pelayanan, partisipasi masyarakat, atau tantangan yang 

dihadapi oleh lembaga pelayanan publik. 

3. Sintesis Temuan: Studi literatur review harus melakukan sintesis temuan dari berbagai 

sumber yang relevan. Ini melibatkan penggabungan hasil penelitian sebelumnya untuk 

menggali pola-pola umum atau kesenjangan yang ada. Sintesis ini juga berfungsi untuk 

membangun kerangka konseptual atau teoretis yang menjadi dasar untuk penelitian 

lebih lanjut. 

4. Analisis Kritis: Penulis juga harus melakukan analisis kritis terhadap literatur yang ada, 

mengevaluasi metodologi yang digunakan, hasil temuan, dan kontribusinya terhadap 

pengembangan pengetahuan di bidang pelayanan publik. Pendekatan kritis ini sangat 

penting untuk mengidentifikasi area yang memerlukan penelitian lebih lanjut. 

5. Kesimpulan dan Rekomendasi: Studi literatur review dalam jurnal pelayanan publik 

diakhiri dengan kesimpulan yang merangkum temuan-temuan utama, serta rekomendasi 

untuk penelitian atau kebijakan lebih lanjut. Ini akan memberikan arah yang jelas bagi 

pengembangan teori, kebijakan, atau praktik dalam pelayanan publik. 

Konteks pelayanan publik, studi literatur review memberikan wawasan mendalam 

mengenai perkembangan teori, kebijakan, praktik, dan tantangan yang dihadapi dalam sektor 

ini. Proses review ini berfungsi untuk menggali berbagai perspektif, baik yang mendukung 

maupun yang mengkritik, guna memahami berbagai dinamika yang terjadi dalam pelayanan 

kepada masyarakat. Artikel yang dipilih berkisar pada publikasi yang terbit dalam sepuluh tahun 

terakhir untuk memastikan relevansi dan pembaruan informasi. Analisis dilakukan dengan 

mengelompokkan teori dan praktik berdasarkan topik utama seperti teknologi, kebijakan, dan 

tantangan dalam implementasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kebutuhan akan pelayanan publik yang efisien, cepat, dan transparan semakin mendesak 

seiring dengan perkembangan teknologi digital. Pemerintah di berbagai negara telah 

mengadopsi konsep digitalisasi untuk menjawab tantangan ini melalui inisiatif seperti e-

government. Menurut Scherer dan Wimmer (2020), digitalisasi memungkinkan pemerintah 

memberikan layanan yang lebih efektif, mengurangi biaya operasional, dan meningkatkan 

kepuasan masyarakat., Namun, implementasi transformasi digital tidak lepas dari tantangan. 

Penelitian oleh Erdogan dan Kizildag (2021) menunjukkan bahwa ketidaksiapan infrastruktur, 

rendahnya kompetensi teknologi pegawai, serta resistensi terhadap perubahan menjadi 

hambatan utama. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan strategis untuk memastikan 

keberhasilan transformasi digital dalam pelayanan publik. 

Masyarakat saat ini menginginkan pelayanan publik yang mudah diakses, cepat, akurat, 

dan berkualitas tinggi. Teknologi digital menyediakan berbagai solusi untuk memenuhi 

kebutuhan tersebut. Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk melakukan digitalisasi 

layanan publik guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang lebih efisien. Langkah ini sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang berfokus pada pembangunan sumber daya 

manusia dan daya saing bangsa. Selain itu, terdapat peraturan yang mendukung, seperti 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 mengenai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, 
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Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 

2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik Berbasis Elektronik, serta Instruksi 

Presiden Nomor 2 Tahun 2021 mengenai Percepatan Transformasi Digital Nasional.  

1. Prinsip Dasar Pelayanan Publik Berbasis Digital 

1) Efisiensi 

Efisiensi adalah kunci utama dalam penerapan teknologi pada pelayanan publik. 

Digitalisasi mengoptimalkan proses manual yang memakan waktu dan sumber daya 

menjadi otomatisasi berbasis sistem. Beberapa elemen efisiensi yang dapat dicapai 

melalui digitalisasi meliputi: 

 Pengurangan Waktu: Sistem digital memungkinkan layanan seperti pembuatan 

dokumen (e.g., e-KTP, izin usaha) diselesaikan dalam waktu singkat. 

 Penghematan Biaya Administrasi: Otomatisasi mengurangi kebutuhan akan 

kertas, tenaga manual, dan fasilitas fisik, sehingga menekan biaya operasional. 

2) Aksesibilitas 

Prinsip aksesibilitas memastikan bahwa layanan publik dapat diakses oleh masyarakat 

kapan saja dan dari mana saja. Hal ini penting untuk mengurangi hambatan geografis 

dan waktu. 

 Layanan Tanpa Batas Waktu: Aplikasi layanan berbasis web dan seluler 

memungkinkan masyarakat mengakses layanan 24/7. 

 Inklusivitas Wilayah Terpencil: Dengan jaringan internet yang memadai, 

masyarakat di daerah terpencil juga dapat menikmati layanan yang sama 

dengan mereka di wilayah perkotaan.. 

3) Transparansi 

Transparansi menciptakan sistem yang dapat diaudit dan dipantau oleh masyarakat, 

sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintah. 

 Rekaman Digital Proses: Setiap langkah layanan tercatat dalam sistem digital, 

memudahkan masyarakat untuk melacak status layanan mereka. 

 Akuntabilitas: Dengan transparansi, peluang untuk penyalahgunaan wewenang 

atau korupsi dapat diminimalkan. 

4) Partisipasi 

Partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam keberhasilan pelayanan publik 

berbasis digital. Teknologi memungkinkan pemerintah melibatkan masyarakat dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan. 

 Feedback Masyarakat: Sistem digital memungkinkan pengumpulan masukan 

dari masyarakat secara langsung melalui survei atau fitur pengaduan. 

 Pengambilan Keputusan Bersama: Partisipasi ini memperkuat konsep 

pemerintahan yang inklusif dan responsif terhadap kebutuhan publik. 

 Prinsip dasar efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi merupakan pilar utama 

pelayanan publik berbasis digital. Penerapan prinsip ini membutuhkan komitmen yang kuat dari 

pemerintah, didukung dengan infrastruktur teknologi yang memadai, literasi digital masyarakat, 

dan kerangka regulasi yang melindungi hak pengguna. Dengan menanamkan prinsip ini, 

pelayanan publik berbasis digital dapat meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 

2. Komponen Utama Pelayanan Publik Digital di Era VUCA 

a) Infrastruktur Teknologi yang Fleksibel 

Pelayanan publik digital memerlukan infrastruktur teknologi yang mampu beradaptasi 

dengan perubahan yang cepat. Di era VUCA, kebutuhan masyarakat dapat berubah 

dalam waktu singkat. Menurut Nugroho & Rahmawati (2022), infrastruktur teknologi 

yang tangguh merupakan dasar dari transformasi digital yang berkelanjutan dalam 

menghadapi tantangan era VUCA.sehingga sistem harus dirancang untuk menghadapi 

kondisi dinamis. 

 Cloud Computing: Teknologi berbasis cloud memungkinkan penyimpanan 

data yang skalabel dan fleksibel. 

 Jaringan Internet yang Handal: Akses internet yang stabil menjadi tulang 

punggung untuk mendukung layanan daring, terutama di wilayah terpencil. 

 Komputasi Edge: Untuk mendukung respons cepat, terutama di layanan kritis 

seperti kesehatan dan keamanan. 
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b) Sistem Manajemen Data Terintegrasi 

Integrasi data merupakan kunci untuk memastikan keberlanjutan pelayanan publik 

digital. Setiawan et al. (2023) menyatakan bahwa pengelolaan data yang terintegrasi 

mempermudah pemerintah dalam merespons ketidakpastian dan mengoptimalkan 

sumber daya yang ada. Data yang terfragmentasi dapat menghambat pengambilan 

keputusan dan mengurangi efisiensi layanan. 

 Big Data dan Analitik: Penggunaan big data membantu pemerintah 

memahami kebutuhan masyarakat secara real-time dan memprediksi tren masa 

depan. 

 Interoperabilitas Sistem: Sistem yang dapat berkomunikasi lintas sektor, 

seperti kesehatan, pendidikan, dan administrasi kependudukan, memastikan 

data dapat diakses secara holistik. 

 Keamanan Data: Proteksi terhadap privasi dan keamanan data menjadi 

prioritas utama untuk menjaga kepercayaan masyarakat. 

c) Platform Layanan Digital yang Responsif 

Menurut Rahman (2021), platform yang responsif memberikan kemampuan adaptasi 

yang lebih baik terhadap volatilitas dan kompleksitas kebutuhan masyarakat. Platform 

digital harus dirancang dengan antarmuka yang sederhana namun mampu menangani 

kompleksitas permintaan di era VUCA. 

 Akses Multikanal: Memberikan layanan melalui berbagai platform, seperti 

aplikasi seluler, situs web, atau chatbot. 

 Responsivitas Real-time: Sistem harus mampu memberikan tanggapan secara 

langsung terhadap permintaan masyarakat. 

 Personalisasi Layanan: Teknologi berbasis AI (Artificial Intelligence) dapat 

digunakan untuk memberikan pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan 

individu. 

d) Kapabilitas Sumber Daya Manusia Digital 

Transformasi pelayanan publik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada 

kompetensi sumber daya manusia (SDM). Di era VUCA, SDM harus memiliki 

keterampilan untuk menggunakan teknologi secara efektif. Siregar & Putri (2023) 

menekankan pentingnya pengembangan kapabilitas SDM untuk memanfaatkan 

teknologi dalam melayani masyarakat secara optimal 

 Pelatihan Literasi Digital: Pegawai pemerintah perlu dilatih untuk memahami 

teknologi terbaru. 

 Adaptasi terhadap Perubahan: SDM harus siap menghadapi ketidakpastian 

dengan sikap proaktif. 

 Kolaborasi Multidisiplin: Kerjasama antara ahli teknologi, pembuat 

kebijakan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan solusi yang 

efektif. 

e) Keamanan Siber dan Privasi Data 

Di era VUCA, ancaman terhadap keamanan data dan serangan siber meningkat secara 

signifikan. Menurut Wahyudi & Santoso (2022), keamanan siber yang kokoh tidak 

hanya melindungi data, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap layanan 

digital  Oleh karena itu, sistem pelayanan publik digital harus dirancang dengan 

perlindungan siber yang kuat. 

 Enkripsi Data: Mengamankan komunikasi data dari pengguna ke server. 

 Deteksi Ancaman Otomatis: Menggunakan teknologi AI untuk mendeteksi 

potensi ancaman secara dini. 

 Kepatuhan Regulasi: Memastikan sistem memenuhi standar keamanan 

nasional dan internasional. 

 Pelayanan publik berbasis digital di era VUCA memerlukan pendekatan yang holistik, 

dengan mengintegrasikan infrastruktur teknologi yang fleksibel, manajemen data yang 

terintegrasi, platform layanan yang responsif, SDM yang berkompeten, dan keamanan siber 

yang kuat. Dengan menerapkan komponen-komponen ini, pemerintah dapat memberikan 

layanan yang efisien, inklusif, dan adaptif terhadap tantangan di era yang penuh ketidakpastian. 
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SIMPULAN  

Transformasi pelayanan publik berbasis digital di era VUCA (Volatility, Uncertainty, 

Complexity, Ambiguity) merupakan upaya strategis untuk menjawab tantangan lingkungan 

yang dinamis dan penuh ketidakpastian. Digitalisasi layanan publik memungkinkan pemerintah 

untuk meningkatkan efisiensi, aksesibilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan layanan.  

Penerapan infrastruktur teknologi yang fleksibel, integrasi data lintas sektor, platform 

layanan yang responsif, pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta penguatan 

keamanan siber menjadi komponen utama dalam mendukung keberhasilan transformasi ini. 

Selain itu, adaptasi terhadap perubahan yang cepat dan keterlibatan masyarakat dalam 

perencanaan hingga evaluasi layanan menjadi kunci utama untuk menciptakan pelayanan yang 

inklusif dan berorientasi pada kebutuhan pengguna. Meskipun terdapat tantangan seperti 

kesenjangan digital, ancaman keamanan siber, dan resistensi terhadap perubahan, strategi 

berbasis kolaborasi lintas sektor, peningkatan literasi digital, serta penguatan regulasi dapat 

menjadi solusi efektif. Dengan demikian, transformasi digital pelayanan publik tidak hanya 

meningkatkan kualitas layanan, tetapi juga memperkuat daya saing pemerintah dalam 

merespons tuntutan masyarakat modern. 
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